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2. Yedana-wedanam dalam Eabupaten £, %imur,.

8. Peraturan memakai (menj?wa)
Rumah Potong (SlachterF ke~
s  punjaan Haminte (oleh.letua)

e
-

> 9. Peraturan memakai Los Hamin-

te (menjewa) jg dipergunakan

sebagal hak miliknja ( oleh
Ketua) _

10. Peraturan gadji pegawai DPK
menurut Keputusan Badan Exec
catief D.FP.5.U. tgl: 5-2-L8
No, 13 fasal 87 (oleh “etua)

e
faar

L1, Pegewai Pemerintah diperban-
tukan kepada DPK, (oleh Ketua)

ot

Setelah memperhatikan menurpt kenjatasn
penjembekihan hewan? dalam “aminte, maka
sidang berpendapat, bahwa unbuk ini patui
didadakan satu pe:aéuran Jjang tertentu
(1ihat lampiran).

Yenurut praktyk ternjata, bahwa los2 Ha-
minte sekarang, oleh sipenjewa diperguna-
kan sebagai hal miliknja, sehingga pero-
bahag? jang terdjadil dalam los?2 atau pwr
berpindah? sipenjewa dari satu tangan ke-
tangan jg lain, hampir semuanja tidak mex
dapat persetudjuan dari pengurus Haminte
jang bersangkutan, maka dl scal ini si-
dang berpendapat supaja dapat mengatasi
kesulitan2 jg tidak diingini perlu diada-
kan satu peraturan jang tertentu untuk ii
ni (lihat lampiran

Henurut kenjataan, bahwa pegawai2 DPE, di
perkenankan gadjinj izlah menurut pera-
turan gadji pegawai Temerintah, tapi hal
initidaklah sesuai dengan keadaan, sebab
pegawal DPEe. itu bersifat kedaerahan bere
arti atas kesanggipan dari masing? babu-
paten, djadi tidak ubahnja seperti Land-
schap dahulu, untuk inil diusulkan, sups;
jo Badan Executief DPSU membuat satu pe-
raturan gadJli jang mengenal pagawai?l La-
bupaten sadja, balk menjerupai tiap2 beds
erah-daerah “abupaten maupun seluruhnja,

Setelah memperhatikan keuangzen DPK. dan
keprluan? jang harus dilaksanala nnja,
maka sidsng berpendapat:

ddiwsgu'lk ant

kepatla Badan Executief D.P.SuU. agar di-
perkenankan oleh jg berwadjib:
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dari sebelah: _ ,“:

as DlPeroantukan pegawai kEmLTlﬂt@ﬂ uep da
Ko mana jang perlug -

B's Gaggl dan lian?2 untuk pegawai itu buat ses
mentara 01tan;gung oleh Femerintah sendiri
selingga pegawal? itu merasa tidak berubah
 EeduuuLann3a walaupun uang itu akan diper-
hitungkan seﬁagai credict Jjang akan dllu-
nackan oléh DPK, bila mana Leuqn?an DPK,
mengizinkan.

. .l Saness, 92 Maret LQ@O
Dewan ferwakilan, Kabupaten 4 Lhmur .
K etua : Penulis:
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PERATURAN MEMAEAT RUMAH POTONG HAMINTE
DAERAN AWRDUPATEN ATJEH TIMUR.

KETETAPAN,. No. 1/1919.
BEWAN PERVAKILAN RAKJAT  KABUPATEN ATJEH TIMUR.

Mgnimbang : uahwa perlu diadakan peraturan menrenal emunguta:

EJukal Rumah Potong (slachtery] aminte Yaersh
abupateg At jeh Timur, supaja pemasukan uang keda.

lam kas “ﬂmlnte dapat diperbanjek, begitu pula

Fntuk ment egaa dan mengatasi bahﬁwa penggelean.
erat bentukan hﬂbupaten° aerah &tjeh

=o. 57§b0 Ou L9 fasal-21 ajat 1. }
englnbatkun lagi ketetapan residen Republik Ind:

nesia 10 Juli 1648 No.22 Bab III fasal 29.

Uenfan Jper setud juan Yadan fekﬁfdja Dewan Perwakilan Rakjage Labu—-
paten tgeh Timur tahggal 22 Maret 1949.

(== F =)

Memperhatikan :

" ELFS

emudus kE a n¥

1, Bahwa mereka jang akan memofong (mengembellh) hewan, harus le-
bih dahulu sudsh ada tanda pembajaran pagjak potong dari ~eda-
na dan kalau babg dari Ketua GPTP vpsualg dengan ketetapan Gu-
bernur Sumatera Utara tanggal 29 Januari 1949. No.2/GSC/0E-4L9,

2. Bahwa bagi mereka jang aken menjembelih dalam Haminte, ebelum
hewan 7tu.d1 embelih haruslah surat potong (slachtbrlef
dibawa kekantor Haminte jang bersangkutan guna mendapat sur -

idzin boleh memakai rumah potong (slacntery‘)ll

3. Setelah glperoleh kedFa surat tersebut, haruslah dibawa terus I
kepada Menteri Hewan(“eurmeester) jg bersanrkutan untuk diperil
sa keseliatan hewan2 xkm jang ternjata menurut jg tertulis dass
lam suratnja itu seterusnja oleh ‘“‘enteri Hewan dapat membenar-
kan "boleh atau tidak" hewan? jg tersebut itu untuk disembelih,

Lo femudian setiap bulan tanggal 5, pengemballan surat2 jang tert
gsebut itu diajat& 3 dari bulan? jeng telah lalu, oleh Menter
Hefan dikembalikan kekantor Ieﬂlatc.

5. Barang siapa melanggar pezaturan ini dapat dihukum dengan hulku-
man kurun”an .'setzl.nrT i-tingginja' 3 {tiga/ bulan ataw denda se-
banjek2nja R.100,- (seratus rupiahi.

¢. Pepaturan ini mulai berlsku ada tanggal dan hurl penwumunanl

7 Pera-t-ulnan 10 CLln_J.lal' PEZATURAN DILJJLLILIJ KABUP ATE Tj H T

Ditetapkan di Langaaﬁ pada tanggal 22 -J-lﬂLf
Dewan Perwakilan akjat ao.uthh Timur:
Letu'ﬂ- )3
Fal o0l T.la un Mabqbﬂﬁ.

Disalin uenban bun Janw sama oleh
Dijuru U s&na ﬁfh Timur

(Chai&ir arun Dlregdr)



PERATURAN MEMAKAT LOS HAMINT
DAERAH EKABUPATEN AT llII TIIL"L‘UT{

Ketetapan Yo /19&9
DEWAN PERWAKILAN RAEKEJAT KXABUPATEN ATJEH TIMUR.

Menimbang : bahtﬁ dalam praktyk +eﬂnwata bahasa Los Haminte da-
lam “abupaten 4% jeh Tamur, oleh sipel jewa diperguna-
can sebagail hak miliknja, "maka untuk ment jegah ifu
porlu diadakan peraturan mengengi penjewaz dari los
1“11nbe Uaerah Kabupaten Atjeh *imur.

Memperhatikan: Pergturan Pembentukan Kabupaten2 Daerah Atjeh No.5/
yDO/G E/h9 fasal 21 ajat 1.
Hengingatkan lagl ket tapﬁn Presiden Republik Indone-
gsia 10 Juli 1948 Bab ILlI fasal 29.%

“cn” an pe“setudguan bawan uxecuklof Jawan Perwakilan Rakjat Kabupa
fen Atjeh Timur tan?eal R2 = - 1949, |

e Memutuskan: v

e e g T R — S

1. Mereka jang dianggap sjah atau diberi hak menjewa Los Haminte:
8. Here}a harus memasukkan permintaan dengan surat kepada Fengu-~

rus “‘aminte.

b. Bahwa kepada siapa jang dibenarkan boleh menjewa (mema ai)
Los Haminte harus ada mempunjai surat keterangan dari ‘enguru
Haminte Jang menandakan kebenarannja bahwa mereka Jang menjewt
atas namanja sendiri.

2. Pembajaran sewa jang pertama oleh sipenjewa harLc dlbaﬂ pada
hari menerima surat pengesahan dari pengurus Haminte ja “berss
sanguutan dan seterusnja tiap?2 bulan akan membajar olen 51penje—
wa pada Imtam permulaan bulan,

3. Bahwey 51nébewa jangtidak membajar sewa Log dalam masa walktu
tiga bmlan, maka gugurlah nama hak sipenjewa atas los Jang dise-
wa itu, dan mereka tidak berhak memakail lagi.

L, Bahwa djika mereka jamg #$idak meneruskan la¢1 memakai los Hamin-

te, sebelum sampai waktunja harts dikembalikan kepada Fengurus
Haminte dan tidak.berhak menjerahkan kepada sipenjewa Jjg lain,

5. Barang siapa melanggar peraturanini dapat dihukum dengan hukuman
ku;ungqn_setlnﬁﬂl-tlnnrlnga 3 (tiga bulan atau denda seban jak-b:
njaknja R, 100,= (seratus rupiah).

6. Poraturan ini mulai berlaku pada tanggal dan hari men wunumunn%a.

7. Peraturan ini dinamai: PERATURAN @DAERAH i'-.ABDhu.u;. nm H TINMUI

Ditetapkan di Langsa, pada tanggala22 - 3 - 1949
Dewan Perwaxl%an Rakjat Eabupaten “tjeh “imur. -
e kg v S

dote0. TeMaimun Habsjah.

Disalin dengan bunji jang sama oleh
.J.'

Djuru Ysaha P ,anvpat%n L, Timur,

haldlr“ﬂarun Slregar)
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